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ABSTRAK :  - bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, 
pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dan penyaluran 
Bantuan Langsung Tunai Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020, dan untuk mempercepat penyaluran Dana Desa 
dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 
4916); UU No. 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 87, TLN No. 6485); PP No. 60 Tahun 2014 (LN 
Tahun 2014 No. 168, TLN No. 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan 
PP No. 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN No. 5864); Perpres RI No. 54 Tahun 2020 (LN 
Tahun 2020 No. 94); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu RI No. 
205/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No. 1700) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 
No. 40/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No. 384); 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020, diubah sebagai 
berikut: 

Ketentuan mengenai pelaksanaan Penyaluran Dana Desa  (Pasal 24), persyaratan Penyaluran 
Dana Desa (Pasal 24A), tambahan ketentuan bagi Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana 
Desa tahap I (Pasal 24B), dokumen persyaratan penyaluran (Pasal 25), penyaluran untuk Desa 
belum salur Dana Desa tahap I (Pasal 25A), penyaluran untuk Desa berstatus Desa mandiri belum 
salur Dana Desa tahap I (Pasal 25B), BLT Desa (Pasal 32A), Pemantauan sisa Dana Desa di RKD 
(Pasal 40), dan sanksi penghentian penyaluran Dana Desa (Pasal 47A). 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. terhadap Desa yang telah salur tahap II, penghitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKD 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang 
Pengelolaan Dana Desa; dan 

b. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:  
1) yang telah diajukan oleh bupati/wali kota ke KPPN; dan  
2) yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepada KPPN namun diperlukan 

penyesuaian/perbaikan dokumen, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Mei 2020. 

    

 


